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ABSTRACT

Agricultural land consolidation is the rearrangement of the control, ownership, use,
and utilization of agricultural land to make it more organized and efficient,
complemented by the provision of land for road infrastructure, irrigation channels,
and other public facilities that are adjusted to the local spatial plan. Agricultural
land consolidation is considered as one of the strategic steps in realizing effective
spatial utilization since several agricultural areas in Indonesia do not have an
effective unit area and appropriate infrastructure. This research was conducted to
explain the implementation of agricultural land consolidation in Triharjo Village,
post-consolidation agriculture, and the achievement of the minimum area of
agricultural land after land consolidation. This research used an exploratory
sequential mixed method with data collected from observations, interviews,
document studies, and surveys using questionnaires. Data analysis was carried out
using the qualitative analysis of the Miles and Hubermen model and quantitative
analysis by analyzing farm income, return cost ratio, and calculation of the
minimum area of agricultural land to fulfill the Decent Living Needs (KHL)
standard. Agricultural land consolidation in Triharjo Village involved planning
activities in 2019 and implementation in 2020. Generally, the implementation of
land consolidation in this location has been in alignment with the current
regulations, except for the establishment of a team for planning activities and the
preparation of the design and action plan for land consolidation. Through
agricultural land consolidation, the shape of agricultural land parcels became more
efficient to manage and is aligned with the land ownership documents owned by
the community. In addition, there is additional infrastructure in the form of farm
roads and irrigation although there has been no physical development. After the
implementation of land consolidation, in terms of R/C ratio, all farming activities
are profitable, although the income received by farmers is very small, ranging from
IDR 279.772 to IDR 4.843.388 per year. From the calculation results, the average
minimum area of agricultural land to fulfill the KHL standard in this location is
0.742 hectares. Unfortunately, after the implementation of agricultural land
consolidation, the land managed by farmers has not yet reached this minimum area.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sejak pertengahan abad ke-20, peranan sektor pertanian dalam
pembangunan ekonomi terus dibicarakan (Till, 2022). Eksistensi sektor
pertanian dianggap memberikan peranan penting bagi kondisi perekonomian
suatu negara (Sansika dkk., 2023). Di Indonesia, sektor pertanian dipandang
memiliki posisi krusial dalam perekonomian dan pemenuhan kebutuhan pokok
masyarakat (Ayun, Kurniawan dan Saputro, 2020). Sektor pertanian berperan
sebagai sektor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan sektor
lain (Nooralam, Laut dan Septiani, 2020). Fakta ini selaras dengan data BPS
tahun 2022 yang menyebutkan bahwa penduduk Indonesia yang bekerja di
sektor pertanian mencapai 38,7 juta jiwa atau sekitar 29% dari total penduduk
yang aktif bekerja. Tidak hanya itu, sektor pertanian juga turut berkontribusi
secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia
(Anggreani dkk., 2023). Dalam periode tahun 2019-2022, pertanian secara luas
(termasuk kehutanan dan perikanan) telah memberikan kontribusi rata-rata
sebesar 13,02% terhadap PDB nasional, yang mana kontribusi ini menjadi
kontribusi terbesar kedua setelah kontribusi industri pengolahan (Badan Pusat
Statistik, 2023b).

Sebagai salah satu sektor andalan, sayangnya hasil produksi pertanian
di Indonesia belum tergolong optimal. Kondisi ini tercermin dari adanya fakta
bahwa sebagai penghasil beras terbesar ketiga di dunia, Indonesia tetap
melakukan aktivitas impor untuk meningkatkan cadangan beras dalam negeri
dan mengatasi kekurangan pasokan beras pada beberapa wilayah yang
disebabkan oleh adanya konsumsi dan permintaan beras yang tinggi
(Ruvananda dan Taufiq, 2022). Tercatat pada periode Januari-Oktober 2022,
Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 301,7 ribu ton (Badan Pusat
Statistik, 2022). Selain beras, pada tahun 2021, Indonesia juga melakukan
impor jagung sebesar 8,9 ribu ton, kacang hijau sebesar 114,4 ribu ton, kacang

tanah 287 ribu ton, kedelai sebesar 2,4 juta ton, dan ubi jalar sebesar 38,5 ton



(Badan Pusat Statistik, 2022). Kondisi ini mengindikasikan adanya
ketergantungan terhadap negara lain dalam pemenuhan kebutuhan pangan
masyarakat. Ketergantungan ini merupakan salah satu imbas adanya
globalisasi yang perlu diwaspadai suatu negara karena mendorong pengabaian
potensi dan kekayaan sumber daya lokal, pengambilan keputusan tidak bebas,
dalam jangka panjang berpotensi mengakibatkan kerawanan pangan, dan
memicu rendahnya produktivitas petani (Fauzin, 2021).

Tidak hanya tergambar dari ketergantungan pada impor tanaman
pangan, belum optimalnya pertanian di Indonesia juga tergambar dari kondisi
petani yang mayoritas belum memiliki kehidupan layak. Data statistik BPS
mencatat pada Maret 2021, 51,33% rumah tangga miskin di Indonesia
merupakan masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian (Annur, 2022).
Rumah tangga miskin ini 63,73% menetap di wilayah perdesaan, sedangkan
sisanya (26,71%) menetap di perkotaan (Nur’aeni dkk., 2022). Adanya
dominasi rumah tangga petani miskin di perdesaan karena mayoritas
masyarakatnya merupakan warga asli yang tidak memiliki opsi lain selain
melakukan kegiatan pertanian (eksploitasi sumber daya tersedia) dengan upah
minim (Ridena, 2021). Kondisi rumah tangga miskin ini kemudian akan
mendorong terciptanya situasi yang tidak stabil dan kurang menguntungkan
akibat keterbatasan finansial sehingga menghambat dalam akses pangan yang
bergizi, memicu kerentanan penyakit, mengurangi tingkat produktivitas,
mengganggu perkembangan fisik dan intelektual, serta menghambat
terwujudnya tempat tinggal layak dan lingkungan higienis (Siddiqui dkk.,
2020). Selain itu, kondisi rumah tangga miskin juga dapat teraktualisasi
sebagai lingkaran setan atau vicious circle karena meskipun kemiskinan bukan
unsur genetik yang dapat diwariskan, tetapi berdasarkan hasil penelitian, anak
yang berasal dari keluarga miskin, 87% akan hidup dengan pendapatan yang
lebih rendah dari anak-anak yang berasal dari keluarga kaya (Setyawati,
Avhanti dan Novarianti, 2021).

Belum optimalnya kegiatan pertanian di Indonesia salah satunya

dipengaruhi oleh kepemilikan lahan pertanian yang terbatas atau sempit. Hal



tersebut sebagaimana terlihat dari hasil Survei Pertanian Antar-Sensus
(SUTAS) tahun 2018 yang menunjukkan bahwa 15,89 juta atau sekitar 59,07%
dari rumah tangga petani di Indonesia merupakan petani dengan penguasaan
lahan di bawah 0,5 hektare (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian, 2022). Kondisi ini mengindikasikan bahwa dominasi
petani di Indonesia adalah petani gurem atau petani dengan kepemilikan lahan
kurang dari 0,5 hektare (Anisah, Santoso dan Hidayat, 2021). Dengan
kepemilikan lahan yang sempit ini, skala pengembalian pendapatan petani
cenderung tidak memadai sehingga berdampak pada keterbatasan untuk
mengakses input produksi pertanian (Fitriani dkk., 2017). Oleh karena itu,
petani gurem cenderung belum mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-
hari sehingga umumnya petani gurem mencari pekerjaan tambahan, seperti
menjadi kuli bangunan, berternak, menjadi tukang kebun, dan berdagang
sayuran (Nirwana, 2017). Padahal, di sisi lain, luasan kepemilikan lahan
pertanian sebenarnya telah diatur pemerintah melalui Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas
Tanah Pertanian. Peraturan tersebut menetapkan luas kepemilikan tanah
pertanian per keluarga petani minimum sebesar 2 hektare dengan tujuan agar
memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi diri sendiri dan
keluarganya. Sayangnya, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa luas tanah
minimum yang telah ditetapkan untuk petani belum dapat diimplementasikan
dengan baik (Suprastyo, 2018).

Salah satu faktor yang menghambat perwujudan luas tanah pertanian
minimum 2 hektar per keluarga petani sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960
tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian adalah fragmentasi lahan pertanian.
Fragmentasi lahan pertanian merupakan terpecah-pecahnya suatu lahan
pertanian yang dipengaruhi oleh aktivitas jual beli, dinamika sosial
perkawinan, dan sistem pewarisan (Susanti dan Sabariman, 2021). Fragmentasi
lahan pertanian menjadi salah satu fenomena yang sering terjadi di berbagai

negara, khususnya negara berkembang dan dipandang negatif oleh berbagai



pihak karena berdampak pada produksi pertanian, hasil panen, produktivitas
pertanian, potensi pendapatan pertanian, dan hilangnya lahan pertanian (Barati,
Azadi dan Scheffran, 2021). Dampak negatif ini muncul karena dengan adanya
fragmentasi lahan pertanian, maka luas lahan menjadi lebih kecil dan
bentuknya cenderung kurang menguntungkan sehingga berimplikasi pada
peningkatan waktu kerja petani (Janus dkk., 2023). Oleh karena itu,
fragmentasi lahan juga berpengaruh negatif terhadap kondisi ketahanan pangan
pada tingkat rumah tangga petani (Tran dan Vu, 2021).

Mencermati  permasalahan fragmentasi lahan pertanian dan
dampaknya, sejak tahun 1750-an, khususnya di Denmark mulai diperkenalkan
konsep konsolidasi tanah pertanian sebagai upaya penataan bidang-bidang
tanah pertanian agar lebih produktif serta di sisi lain menjadi upaya untuk
mengurangi dampak negatif akibat fragmentasi lahan pertanian (Ntihinyurwa
dan Vries, 2021). Melalui konsolidasi tanah pertanian ini, bentuk tanah yang
kurang menguntungkan akibat fragmentasi dapat dilakukan penataan ulang
menjadi lebih teratur dengan disertai penambahan sarana prasarana penunjang
pertanian sehingga berimplikasi pada efisiensi, optimalisasi, dan peningkatan
produktivitas (Hasni, 2016). Sementara itu, di Indonesia, kebijakan konsolidasi
tanah baru dikembangkan pada tahun 1983 dengan proyek percontohan di
kawasan Renon, Kota Denpasar, Bali yang pada masa itu kawasan ini masih
berada di pinggiran perkotaan sebagai kawasan pertanian dan pasca konsolidasi
tanah telah bertransformasi menjadi pusat pemerintahan dengan dilengkapi
fasilitas sosial (Pustaka Virtual Tata Ruang dan Pertanahan, 2014).
Pelaksanaan konsolidasi tanah ini mengadopsi konsep konsolidasi tanah yang
dilakukan di negeri Taiwan karena pemerintah baru menerbitkan regulasi
tentang konsolidasi tanah pada tahun 1991 melalui terbitnya Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah
(Suhesti, Paturusi dan Armeli, 2016). Kemudian, seiring dengan
perkembangan zaman, pada tahun 2019 regulasi ini diubah dengan terbitnya
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
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yang berlaku, konsolidasi tanah di Indonesia dibedakan menjadi konsolidasi
tanah pertanian yang dilaksanakan pada tanah pertanian di perdesaan dan
konsolidasi tanah non pertanian yang dilaksanakan di kawasan perkotaan untuk
penyediaan fasilitas umum (Rosita dan Susilowati, 2023).

Konsolidasi tanah pertanian dipandang sebagai salah satu langkah
strategis dalam mewujudkan pemanfaatan ruang yang efektif, mengingat di
beberapa area pertanian belum memiliki infrastruktur yang memadai sehingga
berdampak pada inefisiensi pengelolaan pertanian (Sitorus, 2015). Sebagai
salah satu program Kementerian ATR/BPN, sayangnya konsolidasi tanah
pertanian cenderung belum menjadi prioritas. Dalam catatan sejarah,
konsolidasi tanah pertanian (yang umumnya di perdesaan) tidak banyak
dilakukan di Indonesia karena sejak awal pemerintah cenderung berfokus
melakukan penataan kembali wilayah kota dan pinggiran kota (Sitorus, 2015).
Selain itu, di sisi lain, masifnya pelaksanaan konsolidasi tanah non pertanian
ini juga didorong adanya tantangan hunian padat dan permukiman kumuh yang
mayoritas tersebar di perkotaan (Direktorat Konsolidasi Tanah, 2019a).

Adanya kecenderungan bukan menjadi program prioritas tidak serta
merta menjadikan program konsolidasi tanah pertanian diabaikan. Kegiatan ini
tetap berjalan di beberapa lokasi, salah satunya di Kalurahan Triharjo,
Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Kegiatan konsolidasi tanah di wilayah ini didasarkan pada
Keputusan Bupati Bantul Nomor 496 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi
Konsolidasi Tanah di Desa Triharjo dan Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak
Kabupaten Bantul. Berdasarkan keputusan ini, pemerintah menetapkan lokasi
konsolidasi tanah pertanian di Desa Triharjo seluas 3 hektare. Mengacu pada
video dokumenter kunjungan lapangan Direktorat Konsolidasi Tanah dan
Pengembangan Pertanahan tahun 2022, konsolidasi tanah di Kalurahan
Triharjo dilaksanakan pada tanah-tanah sawah yang sebagian dikuasai
masyarakat melalui bukti kepemilikan letter C. Tanah-tanah pertanian tersebut
sebelum dilaksanakannya konsolidasi tanah memiliki kepemilikan yang sempit

dan memanjang sehingga kurang optimal dalam pengusahaan pertanian. Untuk



itu, pada tahun 2020 dilakukan upaya pengoptimalan tanah pertanian
Kalurahan Triharjo melalui program konsolidasi tanah.

Bertolak pada program konsolidasi tanah pertanian di Kalurahan
Triharjo ini, penulis mencermati bahwa instansi pemerintah di Kabupaten
Bantul, khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul berupaya
meningkatkan produktivitas tanah pertanian masyarakat Kalurahan Triharjo
melalui penataan kembali struktur Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan
Pemanfaatan Tanah (P4T). Mengacu pada video dokumenter Kantor
Pertanahan Kabupaten Bantul tahun 2022 yang menyajikan kegiatan
penyerahan sertipikat konsolidasi tanah, perwakilan masyarakat menegaskan
bahwa kegiatan konsolidasi tanah pertanian di Kalurahan Triharjo sangat
memudahkan petani dalam penggarapan sawah karena perubahan bentuk
bidang yang tidak lagi sempit memanjang dan adanya jalan usaha tani yang
memudahkan mobilisasi petani. Adanya isu mengenai kebermanfaatan
program konsolidasi tanah pertanian skala kecil di Kalurahan Triharjo ini
kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji riwayat
pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian di wilayah tersebut, mengingat bahwa
program konsolidasi tanah pertanian tidak banyak dilakukan di Indonesia.
Selain itu, penulis juga tertarik untuk mengidentifikasi kebermanfaatan
program konsolidasi tanah pertanian terhadap petani skala kecil. Untuk itu,
penulis tertarik melakukan penelitian dengan topik “Usaha Tani Skala Kecil
Pasca Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian di Kalurahan Triharjo,
Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul”.

. Rumusan Masalah

Konsolidasi tanah pertanian merupakan salah satu implementasi
penyesuaian penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan konsolidasi tanah pertanian berpijak pada
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
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ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanah, pemanfaatan ruang, dan
kualitas lingkungan hidup (Arnowo, 2022). Sayangnya, realitas di lapangan
menunjukkan bahwa konsolidasi tanah pertanian belum banyak dipilih sebagai
opsi penting dalam rangka perwujudan efektivitas satuan luasan lahan
pertanian dan penyediaan infrastruktur pertanian yang lebih optimal (Sitorus,
2015). Kondisi ini dipengaruhi oleh pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian
yang kerap dinaungi kendala, seperti : (1) penolakan terhadap program
konsolidasi tanah, desain konsolidasi tanah, dan penerbitan sertipikat; (2)
belum tercapainya kesepakatan besaran sumbangan tanah; (3) dana yang
dimiliki peserta konsolidasi tanah belum memadai; (4) tuntutan peserta
konsolidasi tanah akan adanya ganti kerugian; dan (5) terjadinya alih fungsi
lahan pasca kegiatan konsolidasi tanah pertanian (Hanun, 2021; Hidayati,
2022; Rosita dan Susilowati, 2023). Padahal, di sisi lain, konsolidasi tanah
pertanian telah memberikan berbagai manfaat kepada petani, seperti tertatanya
bidang-bidang tanah pertanian, optimalisasi infrastruktur penunjang usaha tani,
dan terwujudnya lingkungan hidup yang asri dan harmonis (Arnowo, 2022).
Bahkan, mayoritas negara di Eropa telah memanfaatkan konsolidasi tanah
pertanian sebagai upaya mengatasi realitas kepemilikan tanah yang kecil dan
terfragmentasi (Munnangi, Lohani dan Misra, 2020).

Kalurahan Triharjo, pada tahun 2019 didaulat sebagai salah satu lokasi
yang menjadi target konsolidasi tanah pertanian skala kecil di Kabupaten
Bantul dengan total luas sebesar 3 hektare. Dalam beberapa video dokumenter,
baik yang dirilis oleh Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan
Pertanahan maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tergambar bahwa
program konsolidasi tanah pertanian di Kalurahan Triharjo mendapat sambutan
baik dari masyarakat dan dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat.
Melalui konsolidasi tanah pertanian ini, telah terjadi perubahan bentuk bidang
yang tidak lagi sempit memanjang sehingga sangat memudahkan petani dalam
penggarapan sawah. Petani juga sangat dimudahkan dalam mobilisasi hasil
panen dan pupuk karena adanya penyediaan jalan usaha tani dalam konsolidasi

tanah. Oleh karena itu, program konsolidasi tanah pertanian di Kalurahan



Triharjo menjadi opsi menarik bagi penulis untuk menyelami riwayat
pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian sekaligus menjadi bahan konfirmasi
kebermanfaatannya bagi petani skala kecil mengingat apabila dilaksanakan
dengan tepat, konsolidasi tanah pertanian (penataan ulang bidang tanah
pertanian secara terencana) mampu memfasilitasi para petani kecil untuk
memiliki tanah yang sedikit lebih luas dengan bentuk yang lebih baik sehingga
mendorong tercapainya produksi pertanian yang lebih kompetitif (Gedefaw
dkk., 2019). Adapun penilaian kebermanfaatan bagi petani skala kecil ini
diperoleh melalui pengamatan pada pendapatan usaha tani pasca konsolidasi
tanah dan ketercapaian luas minimum tanah pertanian untuk memenuhi standar
kebutuhan hidup layak pasca konsolidasi tanah.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

a. Mengetahui riwayat pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian di
Kalurahan Triharjo

b. Mengetahui pendapatan usaha tani masyarakat Kalurahan Triharjo
pasca pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian

c. Mengetahui luas minimum tanah pertanian untuk memenuhi standar
Kebutuhan Hidup Layak masyarakat Kalurahan Triharjo dan
ketercapaiannya melalui program konsolidasi tanah pertanian

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara
akademis maupun praktis :

a. Manfaat akademis : Hasil penelitian ini diharapkan mampu
meningkatkan literatur ilmiah mengenai kegiatan konsolidasi tanah
pertanian beserta kondisi usaha tani pasca konsolidasi tanah yang
ditinjau dari aspek pendapatan usaha tani dan ketercapaian luas
minimum untuk memenuhi standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

b. Manfaat praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam perumusan
dan perancangan program konsolidasi tanah pertanian, khususnya

pada tanah pertanian skala kecil



BAB VIII
PENUTUP
A. Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan konsolidasi tanah pertanian di Kalurahan
Triharjo meliputi kegiatan perencanaan pada tahun 2019 dan kegiatan
pelaksanaan pada tahun 2020. Secara garis besar, implementasi
penyelenggaraan konsolidasi tanah di lokasi ini telah berjalan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, kecuali pada saat pembentukan tim untuk kegiatan
perencanaan dan pada saat penyusunan desain dan rencana aksi konsolidasi
tanah untuk kegiatan pelaksanaan. Konsolidasi tanah di Kalurahan Triharjo ini
dilakukan pada tanah-tanah pertanian seluas +25.326 m? yang terdiri dari 133
bidang tanah dengan pemilikan 82 orang yang mayoritas telah bersertipikat
tanah. Sebelum dilaksanakannya konsolidasi tanah, tanah-tanah pertanian ini
memiliki perbedaan bentuk antara kondisi secara yuridis dan kondisi secara
eksisting. Melalui konsolidasi tanah, tanah-tanah pertanian di Kalurahan
Triharjo dilakukan penataan secara yuridis dan eksisting di lapangan sehingga
terbentuk bidang tanah yang lebih ideal untuk usaha tani dan dokumen
kepemilikan tanah yang dimiliki masyarakat selaras dengan kondisi
eksistingnya. Selain itu, pasca konsolidasi tanah, terdapat penambahan
prasarana penunjang pertanian yang berupa jalan usaha tani dan saluran irigasi.
Sayangnya, hingga Kini prasarana penunjang pertanian tersebut belum
dilakukan pembangunan fisik.

Apabila ditinjau dari rasio antara penerimaan usaha tani dan biaya
produksi atau return cost rasio (R/C), pasca konsolidasi tanah, seluruh sampel
bidang tanah di Kalurahan Triharjo menunjukkan rasio di atas angka 1 yang
bermakna usaha tani tersebut dikatakan menguntungkan dan layak untuk
diusahakan. Sayangnya, apabila dilihat dari nominalnya, pendapatan usaha tani
yang diterima dari objek konsolidasi tanah masih sangat kecil. Dari 30 bidang
tanah yang menjadi sampel penelitian, mayoritas (47%) menyumbangkan
pendapatan antara Rpl1.000.001,00 hingga Rp2.000.000,00 per tahunnya.

Bahkan, 15% petani masih memiliki pendapatan usaha tani di bawah
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Rp500.000,00 selama tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsolidasi
tanah pertanian di Kalurahan Triharjo belum mampu mendorong produksi
secara maksimal dan menekan biaya produksi secara minimum.
Luas minimum tanah pertanian untuk memenuhi standar Kebutuhan
Hidup Layak (KHL) di lokasi konsolidasi tanah Kalurahan Triharjo cukup
bervariasi, mulai dari 0,088 hektare hingga 3,492 hektare. Akan tetapi, apabila
dirata-rata, tanah pertanian minimum yang seharusnya dikelola oleh petani
untuk hidup layak adalah 0,742 hektare atau 7.422 m?. Selanjutnya, apabila
ditinjau dari status petaninya, luas minimum yang seharusnya dikelola oleh
petani penggarap adalah 1,036 hektare atau 10.362 m?, sedangkan luas
minimum yang seharusnya dikelola oleh petani pemilik penggarap 0,527
hektare atau 5.266 m?. Ini menunjukkan bahwa luas minimum tanah garapan
petani penggarap hampir 2 kali lipat lebih luas dibandingkan petani pemilik
penggarap. Sayangnya, pasca konsolidasi tanah, belum ada petani yang
mengelola tanah pertanian mencapai luas minimum tersebut.
B. Saran
1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul : perancangan program
penataan akses bagi petani di lokasi konsolidasi tanah sebagai tindak lanjut
rencana aksi pasca konsolidasi tanah
Realisasi rencana aksi pasca konsolidasi tanah menjadi salah satu
indikator penting suatu program konsolidasi tanah dapat dikatakan sukses.
Di sisi lain, realisasi rencana aksi pasca konsolidasi tanah juga berdampak
positif terhadap peserta konsolidasi tanah, terlebih masyarakat telah rela
melepaskan sebagian tanahnya untuk penyediaan fasilitas bersama. Pada
program konsolidasi tanah di Kalurahan Triharjo, realisasi rencana aksi
pasca konsolidasi tanah belum sepenuhnya diwujudkan. Salah satu faktor
yang menghambat perwujudan tindak lanjut pasca konsolidasi tanah adalah
tidak tersusunnya jadwal dan tahapan kegiatan secara rinci sehingga
stakeholders yang terlibat cenderung tidak terikat pada rencana aksi
tersebut. Mencermati hal tersebut, peneliti mengusulkan agar Kantor

Pertanahan Kabupaten Bantul merancang konsep penataan akses bagi para
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petani di lokasi konsolidasi tanah sebagai upaya mewujudkan rencana aksi
pasca konsolidasi tanah. Melalui penataan akses, para stakeholders yang
terlibat cenderung konsekuen karena adanya keterikatan dalam program
tersebut.

Bagi pemangku kepentingan : pengamanan eksistensi tanah pertanian di
lokasi konsolidasi tanah melalui penetapan pola ruang sebagai kawasan
pertanian lahan basah, penetapan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi
(LSD), dan penetapan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B)

Konsolidasi tanah pertanian di Kalurahan Triharjo telah
mewujudkan tercapainya tanah pertanian yang lebih optimal untuk usaha
tani, kesesuaian antara kondisi eksisting dan kondisi yuridis bidang tanah,
serta peningkatan mobilitas petani melalui penyediaan prasarana
penunjang pertanian berupa jalan usaha tani sehingga berpotensi
mendorong peningkatan produksi pertanian. Akan tetapi, di sisi lain,
optimalisasi tanah pertanian melalui penataan kembali ini dapat memicu
terjadinya alih fungsi lahan pertanian karena adanya kemudahan akses
terhadap bidang tanah dan bentuk bidang yang cenderung proporsional
untuk didirikan bangunan. Untuk mencegah potensi alih fungsi lahan
tersebut, pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa tanah pertanian
di lokasi konsolidasi tanah ditetapkan dengan pola ruang pertanian lahan
basah dan ditetapkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Bagi petani di lokasi konsolidasi tanah : peningkatan keinginan untuk
pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha tani

Di masa Kini, sektor pertanian telah mengalami kemajuan dan
modernisasi yang pesat dalam rangka mendukung pencapaian produksi
yang optimal dan pendapatan usaha tani yang menguntungkan. Akan tetapi,
modernisasi pertanian tersebut tidak dapat dirasakan oleh petani jika petani
belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni. Di lokasi

konsolidasi tanah Kalurahan Triharjo, peneliti menjumpai bahwa mayoritas
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petani di lokasi ini masih memiliki pendidikan rendah dan kecenderungan
pengelolaan usaha tani secara konvensional sehingga produksinya kurang
optimal dan pendapatan usaha taninya masih rendah. Oleh karena itu, para
petani ini diharapkan mampu memiliki semangat dan keinginan yang kuat
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam berusaha
tani agar kesejahteraan dapat lebih mudah diwujudkan.

Bagi kelompok tani di lokasi konsolidasi tanah : peningkatan keaktifan
kelompok tani (Poktan)

Di Kalurahan Triharjo, kelompok tani Padukuhan Juwono termasuk
kelompok tani yang paling tua dibentuk dibandingkan kelompok tani
lainnya. Sayangnya, keberadaan kelompok tani belum tergolong optimal
untuk menunjang usaha tani masyarakat Padukuhan Juwono karena
jarangnya agenda rutin yang dilakukan. Padahal, melalui pertemuan rutin
kelompok tani, komunikasi antarpetani dan tukar gagasan/inovasi berusaha
tani dapat terjalin dengan optimal. Oleh karena itu, para petani yang
tergabung dalam poktan perlu meningkatkan intensitas pertemuan rutin.
Bagi penelitian selanjutnya : pendekatan kuantitatif pra dan pasca
implementasi program

Secara kuantitatif, penelitian ini telah berhasil menyajikan
pendapatan pasca konsolidasi tanah dan ketercapaian luas minimum untuk
memenuhi KHL pasca konsolidasi tanah. Sementara itu, kondisi pra
konsolidasi tanah belum mampu disajikan oleh peneliti. Oleh karena itu,
untuk melengkapi kekosongan penelitian ini, pihak-pihak yang tertarik
melakukan kajian mengenai dampak konsolidasi tanah pertanian dapat
memberikan gambaran secara kuantitatif mengenai kondisi sebelum

implementasi program.
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